LSALi NAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang
Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, perlu
dilakukan pemantauan dan penertiban terhadap pengelolaan
Barang Milik Negara (BMN) agar dikelola secara tertib, efisien,
dan akuntabel;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengawasan
dan pengendalian BMN di lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu dibentuk Tim
Internal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan dan

Pengendalian Barang Milik Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang  Pengelolaan Barang  Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6860j;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 885);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021
tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

.

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 172);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang
Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

CIREBON

Membentuk Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang

Milik Negara (Wasdal BMN) di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki

tugas:

a. Melakukan pemantauan secara periodik atas penggunaan,
pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengamanan BMN.

b. Melakukan penertiban terhadap BMN yang tidak sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan (misalnya: aset
tanpa SK PSP, aset hilang, atau aset dikuasai pihak lain
tanpa izin).

c. Melakukan inventarisasi fisik aset (opname fisik) secara
rutin. ,

d. Menyusun Laporan Wasdal Semesteran dan Tahunan
melalui aplikasi SIMAN v2.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan

hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Cirebon selaku Kuasa Pengguna Barang

secara berkala.
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KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pengurus dan
Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada
DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ANDARTUA SINAGA
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

JABATAN DALAM UNIT
NO NAMA JABATAN DALAM TIM
SATUAN KERJA
s | g = Sekretaris KPU = Pa—
. artua Sinaga enanggung Jawa
28 Kabupaten Cirebon g
Nugraha Bambang Kasubbag Keuangan,
2 Ketua
Santoso Umum, dan Logistik
Penata Kelola Sistem dan
3. | Akhmad Saeful Anggota
Teknologi Informasi
Penata Kelola Sistem dan
4. | Rahmat Aziman ) ) Anggota
Teknologi Informasi

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ANDARTUA SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,




